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PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Srh
it 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Sennah, 12 Juli 1985, agama
Islam, pekerjaan Karyawan PTPN V Kebun Adolina, pendidikan
SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon,;

Melawan

Tergugat, umur 36, tempat dan tanggal lahir Perbaungan, 25 Oktober 1987, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat
permohonannya bertanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Srh pada hari dan

tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2013, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
414/09/V/2013, tertanggal 2 Mei 2013;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

terakhir di Desa Sennah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan
kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia ;
4, Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon
pergi dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki
selingkuhan Termohon tersebut :
5. Bahwa sejak bulan awal Januari tahun 2018, hak dan kewajiban sebagai
suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat namun tidak berhasil
Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada I'tikad baik dari
Termohon untuk mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Sei

Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
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Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri
secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak
ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan
menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak
dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan

Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perbaungan Nomor: 414/09/V/2013, tertanggal 2 Mei 2013, telah bermaterai cukup

dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan

tinta hitam P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai abang ipar
Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah
kediaman bersama;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak namun

telah meninggal;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan januari tahun 2018 antara Pemohon dan
Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-
laki lain dan pergi Bersama laki-laki tersbeut;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar serta mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari
tahun 2018;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Il, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ternak
Kambing, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Paman
kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon,;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah
kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak namun
telah meninggal;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan januari tahun 2018 antara Pemohon dan
Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-
laki lain dan pergi Bersama laki-laki tersbeut;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar serta mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari
tahun 2018;

Halaman 4 dari 10 him. putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya dan tidak
ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh
karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus
diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara a quo dengan tanpa hadirnya
Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa
mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak
berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
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~berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan
akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpabh,
sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai
dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai
dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
sejak bulan Jnauari tahun 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun
2018;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak
berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim
menjadi pendapatnya sebagai berikut:
1. Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:
s 4| 5tud G301 1a8uiil 103 8T 315 00l E8iE lpes
Y\ 093555 Dplsd) DenF S o 5] 1580555 6355 oK0ls
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 228:
VYV Dels g alll {15 s llall 15352 00)5
Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

b ol =l 203 do03wla olls
Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;
4. Kitab At-Thalagq halaman 518:

xoliall ] aliws iy all axbaog Sl iy OSUI oMzl sic
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Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak

lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk
mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah
kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi
mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti
tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang
lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat
diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah
suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa
permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan
Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei
Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 him. putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

hadir di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sei

Rampabh;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 januari 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Istigomah
Sinaga,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A dan Ghifar
Afghany,S.Sy.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jasmin,S.H

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis
dto
Istigomah Sinaga,S.H.l.,M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H
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Panitera Pengganti

dto
Jasmin,S.H
Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat Rp.
10.000,00
C. Panggilan Pertama Tergugat Rp.
10.000,00
d. Redaksi Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan Rp.
10.000,00
2. Biaya proses Rp. 60.000,00
3. Panggilan Rp. 28.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp. 14.000,00
5. Biaya Meterai Rp. 10.000.00
Jumlah Rp. 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
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